
 

 

 
 

 
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 

NOMOR 3 TAHUN 2026 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 84 TAHUN 2025 TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2026 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 

 
 

Menimbang :  a.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) 
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
Nomnor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, dalam 
keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, 

Pemerintah Daerah melakukan pengeluaran yang belum 
tersedia anggarannya dan/atau penganggaran melebihi 

pagu yang ditetapkan; 
  b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 
84 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; 
   

Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 

tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah 
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 



 

- 2 - 
 

 

 

Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah 

diubah bebarapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6736); 
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 

Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 
12. Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  Tahun  2009 tentang 

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada 
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6177); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 1 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6178); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelengaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6323); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 754); 
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1067); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 

tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam 
Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib  

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 

Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, 

Penganggaran dalam Anggaran  Pendapatan dan Belanja 
Daerah, dan Tertib  Administrasi Pengajuan, Penyaluran, 

dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1447); 
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
1781); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 431); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727); 
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26. Surat Edaran Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 900.1.1/10059/SJ. tentang Pergeseran Anggaran 
pada APBD Ta 2026 dan Pengunaan Belanja Tidak 

Terduga Untuk Daerah Bencana;  
27. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 

Nomor 11); 
28. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 84 Tahun 

2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 84); 
 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 84 TAHUN 2025 TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026. 
 

Pasal  I 

Beberapa Ketentuan dan Lampiran dalam Peraturan Bupati 
Hulu Sungai Selatan Nomor 84 Tahun 2025 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

Tahun 2025 Nomor 84) diubah sebagai berikut: 
 

1. Ketentuan pasal 46 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 46 
(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a direncanakan sebesar 
Rp1.431.262.883.166,00 (satu triliun empat ratus 
tiga puluh satu miliar dua ratus enam puluh dua juta 

delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus enam 
puluh enam rupiah) menjadi Rp1.432.934.874.366 

(satu triliun empat ratus tiga puluh dua miliar 
sembilan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus 

tujuh puluh empat ribu tiga ratus enam puluh enam 
rupiah), yang terdiri atas: 
a. belanja pegawai; 

b. belanja barang dan jasa; 
c. belanja bunga; 

d. belanja subsidi; 
e. belanja hibah; dan 

f. belanja bantuan sosial. 
(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a direncanakan sebesar Rp798.327.853.400,00 

(tujuh ratus sembilan puluh delapan miliar tiga ratus 
dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tiga 

ribu empat ratus rupiah). 
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(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 
Rp571.528.431.666,00 (lima ratus tujuh puluh satu 

miliar lima ratus dua puluh delapan juta empat ratus 
tiga puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam 

rupiah) menjadi Rp573.200.422.866,00 (lima ratus 
tujuh puluh tiga miliar dua ratus juta empat ratus 
dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh enam 

rupiah). 
(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). 
(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d direncanakan sebesar Rp1.152.000.000,00 
(satu miliar seratus lima puluh dua juta rupiah). 

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf e direncanakan sebesar Rp42.974.174.100,00 
(empat puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh 

empat juta seratus tujuh puluh empat ribu seratus 
rupiah). 

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf f direncanakan sebesar 
Rp17.280.424.000,00 (tujuh belas miliar dua ratus 

delapan puluh juta empat ratus dua puluh empat 
ribu rupiah). 

 
2. Ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga 

berbunyi sebagai berikut:  
 

Pasal 48 

(1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 

Rp571.528.431.666,00 (lima ratus tujuh puluh satu 
miliar lima ratus dua puluh delapan juta empat ratus 

tiga puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam 
rupiah) menjadi Rp573.200.422.866,00 (lima ratus 
tujuh puluh tiga miliar dua ratus juta empat ratus 

dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh enam 
rupiah), yang terdiri atas: 

a. belanja barang; 
b. belanja jasa; 

c. belanja pemeliharaan; 
d. belanja perjalanan dinas; 
e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan 

kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; 
f. belanja barang dan jasa BOSP; 

g. belanja barang dan jasa BOK Puskesmas; dan 
h. belanja barang dan jasa BLUD. 

(2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a direncanakan sebesar Rp95.657.869.662,00 
(sembilan puluh lima miliar enam ratus lima puluh 

tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu 
enam ratus enam puluh dua rupiah) menjadi 

Rp97.329.860.862,00 (sembilan puluh tujuh miliar 
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tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus 

enam puluh ribu delapan ratus enam puluh dua 
rupiah). 

(3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b direncanakan sebesar Rp168.727.281.755,00 

(seratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus dua 
puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu 
tujuh ratus lima puluh lima rupiah). 

(4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 

Rp22.111.548.069,00 (dua puluh dua miliar seratus 
sebelas juta lima ratus empat puluh delapan ribu 

enam puluh sembilan rupiah). 
(5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar 

Rp68.960.713.000,00 (enam puluh delapan miliar 
sembilan ratus enam puluh juta tujuh ratus tiga belas 

ribu rupiah). 
(6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada 

pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar 
Rp16.185.138.900,00 (enam belas miliar seratus 

delapan puluh lima juta seratus tiga puluh delapan 
ribu sembilan ratus rupiah). 

(7) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar 

Rp15.867.725.800,00 (lima belas miliar delapan ratus 
enam puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima 
ribu delapan ratus rupiah). 

(8) Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g 

direncanakan sebesar Rp13.049.795.400,00 (tiga 
belas miliar empat puluh sembilan juta tujuh ratus 

sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah) 
(9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar 

Rp170.968.359.080,00 (seratus tujuh puluh miliar 
sembilan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus 

lima puluh sembilan ribu delapan puluh rupiah). 
 

3. Ketentuan pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

 

Pasal 54 
Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 
Rp25.025.783.416,00 (dua puluh lima miliar dua puluh 

lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus 
enam belas rupiah) menjadi Rp23.353.792.216,00 (dua 
puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh 

ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus enam belas 
rupiah). 
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4. Ketentuan Lampiran I untuk Ringkasan APBD yang 

diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan, 
belanja, dan pembiayaan. diubah sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
5. Ketentuan Lampiran II untuk Penjabaran APBD menurut 

urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, 

kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, 
belanja, dan pembiayaan. diubah sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

 
 

Ditetapkan di Kandangan 

pada tanggal 14 Januari 2026 
 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 
 

ttd. 
 

SYAFRUDIN NOOR 

  
 

Diundangkan di Kandangan 
pada tanggal 14 Januari 2026 

 19 Desember 2018 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, 

 
ttd.  

 
MUHAMMAD NOOR 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

TAHUN 2026 NOMOR 3234 
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